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ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANIJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN
BAHAN TANAMAN WARALABA BENIH ANTARA DINAS PERKEBUNAN

PROPINSI SIIMATERA BARAT DENGAN CV. TANAH SUBUR
{STLUDD KASLS DL BINAS PERKEBUNAN PROPINSI SUMATERA BARAT)

(Nama : YOSENDRA AZ, Nomor Bp : 02 940 174,
Fuakultas Hukum, Universitas Andalas, 62 Halaman, 20073

Indonesia sebagal negara berkembang melakukan pembinaan dan pengembangan
scpala bidang, salah satu bentuknya vaitu pada Dinas Perkebunan Praopinsi Sumatera
aral melaksanakan pekerjaan penpadaan bahan tanaman waralaba benih di wilavah
smatera Barat, Dalsm pelaksanaan pekerjaan ini melibatkan pihak swasta sebagai
memborong) dan pihak pemerintah sebagai (yang memborongkan), menggunakan
cozran DIPA vang di usulkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat
wrpada Gubernur Sumatera Barat, Pekerjasn ini diborongkan kepada pibak swasta yaity
“V. Tanah Subur dengan Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Baral, pelaksanaan
cekerjaan inl berpedoman pada Kepulusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2003 tentang pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah. Dalam penulisan skripsi
= terdapat 3 (liga) perumusan masalah vaitu bagmmana proses lahimya perjarijian. apa
==k dan  kewajiban para pihak dan bapaimana pelaksapaan  dalam  perjanjian
cemborongan. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosialapis yang
serarti pendekatan menckankan pada aspek hukum, wvang berkaitan dengan prakiek
Simpangan. Data-data diperoleh dari studi kepustakasn terhadap bahan-bahan hukum
=riulis mengemukakan  ketentusn-ketenfuan  mengenat  perjanjian  pemborongan,
“emgertian  perjanjian  pemborongan  terdapat dalam pasal 1600 b KUHPerdata

=engrunakan 150lah pemborongan pekerjaan, Kegisten pelaksanaan pekerjaan pengadaan
=han tanaman waralaba benth antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat dengan
_%_ Tanah Subur terjadi melalud pemiliban langsung karena keadaan vang mendesak.
—==m hal i panitia pengadaan mengundang 3 (tiga} perusabasn untuk memasukan
senawaran depgan persyaratan yang ditetapkan, don panitis mengambil 1 (satu) dari 3
2| perusahaan yaitu CV. Tansh Subur untuk pemberian Surat Perintah Kerja (SPK)
=0 penandatangznan konieak ( perjanjian pemborongan. Kenyalaan babwa dulam
serampian vang dilaksanakan menimbulkan hak dan kewajiban, dalam pelaksanaan
semanjian pemborongan pekerjaan pengadaan bahan tanaman waralaba benih, CV. Tanah
Sehur mempunyal kewajiban entuk melasanakan pekegjaan dan menerima harga
sorongan sesual dengan harga pepawaran. Begitu juga pada Dinas Perkebunan Propinsi
Somatera Barst membayar penyedia  barang S jasa atas  pelaksanaan  pekeraan
semapammang yang lerlers dulam daltar kuantitas dan harga. Setelah pekerjaan selesai CV.
Tzmah Subur mengajukan permintaan secara tertulis kepada Dinas Perkebunan Propins
scmaterd Baral untuk melakukan pemlsian dan pemenksaan terhadap hasil pekerjaan
soe diselesaikan CV. Tanah Subur,
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BARI

PENDAHULUAN

A Larar Belakang Masalah

Indonesia sebagai MNegara  berkembang  terus mclakukan  pembinzan  dan
sercembangan di segala bidang baik pengembangan fisik maupun pengembangan mental
2= spiritual, dalam rangka mewujuedkan tjuan pembinaan dan pengembangan menuju
sy arakal adil dan makmur, Khusus dalam pembinaan dan pengembangan Perkebunan,
cembinaan dan perkembangan dapat dilakukan dalam provek pusat, provek daerah,

crovek inpres | swadava masyarakat dengan subsidi pemerintahan dan lain lain.

Salah satu bentuk pembingan dan pengembangan perkebunan adalah pengadaan
sexerjaan bahan tanaman waralaba benib. Bahan tanaman waralaba benih disini adalah
sciuruh pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan hasil perkebunan. Dalam
colaxsanaannya pembinaan dan pengembangan pengadaan pekerjaan baban tanaman

w=ralaba benih melibatkan berbagai pihak seperti pemberi tugas (homwher) pemborong

2= pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan  pekerjaan pembinsan pengembangan  perkebunan  ini
—elibatkan pibak swasta sebapal pemborongan don pikak pemerintah sendin schagai
whak pemberi pekerjman Qeang wmemborongkan) dalam pelaksanaan pembinaan dan
sengembangan perkebunan menggunakan Anggaran DXPA Satean Keda Pembinaan dan
“ongembangan Perkebunan Sumalers Barat anggaran 2003, vang divsulkan oleh Kepala

Chnas Propinsi Sumatera Baral Kepada Gubernuor Sumatera Barat.



Perjaniian pemborengan pengadaan pekeriaan pembinum dJdan pengembangan
sericbunan i dilakukan oleh prhak swasta sebagal pemborong atau penvedia barang ¢
=== dalam hal im adalab CV, Tanah Subur dengan Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera
Sarat sebagai penppuna barang /ojasa vang disebut dengan perjanjian pemborongan
DEXET]AAN.

Apahila perjanjian pemborongan menyangkut hiava besar biasanya perjanjian
semborongan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk foemuli-formulir
=rienid. Perjanjian vang dibuat dalam  formulic-formulic terentu disebut  sebagai
semanpian standar, artl perjunjian standar adalah perjanjian vang dibuat berdasarkan
sesjanjian standac.'

[ dalam Kitab Undang-Undang Tokum Perdata vange selunjuinva disingkat
Semzan (KHUPerdata) perjanjian pemborongan disebut dengan istilab pemborongan
sewenizan. Menurt Pasal 1601 b KUHPerdata pemborongan pekerjaan adalah peganiian
Zemos mana pihak yang satu, st pemborong, mengikatkan divi untuk menyelengearakan
ca=u pekerjaan bagl pthak laine pihak vang memboronghkan, dengan menerima suatu
ferga vang ditentukan,

Perjanjiom pemborongan adalah peranpion tmbal balik ( Aillareral leonteact )
cx=ru perjanjian yvang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak,
“e=—aniian timbal balik adalah pekerjaan vang paling uwmum terjadi dalam kehidupan
mEsvaralag”

Proses pelaksanan pekerjazn pembinaan dan  pengembangan perkebunan  di

& =vzh Sumaters Barat ini berpedoman kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia

Crummisdin, (1991, Pocfumiion Pemihorargi, PT. Bineka Cior, Jakarma, mie
S boadir Mubammad, {1996, Hekesn Peefferae, T Citra Aditya Bhakii, Bandung, o 56
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comor Bl Pabun 2003 tentang Pedoman Pelaksanoan Pengadaan Barang / Jasa instansi
sememniah. Pembinaan dan pengembangan pengadaan hahan tanaman waralaba benih di
¢ wish Sumatera Bar ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera
Serm Nomor 710 4 PL O/ Satker PISB/X-2005 tanggal 7 Oktober 2003 tentang
somzesahan Dokumen Anggaran Satuon Kerjua (Satker) Tahoen 20035,

“rcorong oleh rasa keinginan untuk mempelajan cara penetapan pemenany lelang dalam
s =nian pemborongan dan pelaksanaan perjanjian pemborongan didalam prakicknya.
“oakah sesuni dengan Keputusan Presiden Bepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003
=g Pedoman Pelaksanaan Pepgadaan Barang ¢ Jasa pemerintah dan ketentian
serzuran pelaksanaannya, maka berdasarkan hal ersebut diatas penulis tertarik unuk
se=chit dengan  judul  TPELAKSANAN  PERJANIIAN  PEMBORONGAN
FERERJAAN  PENGADAAN BAHAN TANAMAN WARALABA BENIH

ASTARA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SUMATERA BARAT DENGAN

LV TANAH SUBUR (Studi kasus di Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Baraf)

5. Perumusan Masalah
Herdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah vaiw
Bagaimana Proses Lahirnya  Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan
Bahan Tanaman Waralaba Benih Antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera
Baral Dengan CV. Tanah Subur?

- Apa Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
Pengadam Bahan Tanaman Waralaba Benil Antara Dinas Perkebunan Propinsi

Sumatera Barat Dengan OV, Tanah Subur 7

Tad



Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pemboronpan Pekerjaan Fengadaan Bahan
Tanaman Waralabah Benih Antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat

Drengan OV, Tanah Subur 7

C_Tujuan Penelitian.

Secara khusos proposal e bertujoan unlek memenuhi salah sato svarat dalam

=zrmh gelar kesadanaan dibidang ilmu hukum pada Universitas Andalas, sedangkan

socara wnuim proposal ind bertujuan adalah ¢

ik
]

Untuk  Mengetahui  Proses  Lahirnva  Perjanjian  Pemborongan Pekerjaan
Pengadaan Bahan Tanaman Waralaba Benth Antara Dinas Perkebunan Propins
Sumatera Baral Dengan CV. Tanah Subur,

Untuk - mengetabin Hak  dan Kewajiban Pam Pihak  Dalam Perjanjian
Pemborengan Pekerjun Pengadaan Baban Tunaman Waralaba Benih Antara
Dinas Perkebunan Propinsi Samatera Baral Dengan OV, Tanah Subur,

Untuk Mengetahui pelaksanazn Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadasn
Bahan Tanaman Waralabab Bermih Aptara Dinas Peckebunan Propmsi Sumalera

Barat Dengan CV. Tanah Subur.

O Manfaat Penelitian,

D dalam melakukan penelitian disini penulis mengharapkan ada manfast baik

secara teorits maupun secara prakiis, adapun manfaal penulisan ini adalah :

Secara Teoritis

= Lntuk menambah pengetahuan akan hukum kbususnyva mengenai hukum perdata

ekonomi.



BAR ITI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Froes Lahirnya Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Bahan Tanaman
Waralaba Benih Antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumaters Barat Dengan
CV. Tanah Subur

Perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan bahan tanaman waralaba benih
antara Dines Perkebunan Fropinsi Sumatera Barat dengan OV, Tanah Subur, Diboat
dalam bentuk tertulis dengan No. TIO/PL/Satker/PISB/X-2005. perjanjian tersebhut
ditandatangani pads Tanggal ¥ OKteber 2005, Tentang Pengesshan Dakumen
Angparan Satuan Keda Pembinoan  dan Penpembangan  Perkebunan  Propins
Sumaters Barat. Perjanjian ity timbul di latar belakang adanva  Pembinaan dan
Pengembangan Perkebunan Propinsi Sumaters Barat, vang dibiavai dengan anggsaran
DIPA Sawen Kerja Tahun Anggaran 2005, vang herpedoman kepada Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor &80 Tabun 2003 lentang pelaksanaan pengadaan
harang / jasa pemerintak.

Pelahsaan pemborongan untuk proyek-proyek pemerintah terbagi atas:

I, Pelelangan umum
Pelelangan umum adalah pelelangan vang dilakukan secara terbuka dengan
pengumuman secara fuss melalui media masa alau pada papan pengumuman
resml untuk penerangan umum, sehingga masyarakal luas ¢ dunia usaha VAR
berminal dapat mengikutinya,
Untuk pelelangan umum nilai proveknya Bp 100.000.000,00 {seratus juta rupiah)

sampai dengan Kp 20000000000 {dva ratus juta rupiahy kualifikasinva B2,



BAB IV

FENUTLUP

Berdosarkan  hasil  pembabasan vang  elah  dikemukakan  pada  Bab-bab

sebelummyn, maka dupat dikemukakan kesimpulan dan saran-saran vang dirangkum

sehapai berkut :

A,

i

Kesimpulan

Proses lahimya pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjasn pengadaan bahan
lanaman waralabah benih antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumaters Barat dengan
Y. Tanah Subor yaitu melalui pemilihan langsung, denpan ketenuan-ketentuan dan
syarat dalam tata cara pemiliban langsung vang ditetapkan oleh panitia, untuk
meneniukan pemenang tersebut panitin mengundang tiga calon peserta penvedia
barangfjasa untuk melakuskan penawaran, setelah panitia menelit dan mempelajari
lehih lanjut atas penawaran yang diasjukan oleh MASHE-masing peserta, panitia
memilih harga penawaran yvang terendah dan memenuhi syarat vang ditetapkan untuk
dijadikan pemenang.maka panitia pemilihan langsung menetapkan pemenang yaitu
CV. Tanah Subur sebagai pemborong pekerjaan pengadasn bahan wanaman waralabsa
benih dengan harga penawaran sebesar Rp 69.5 66.000,00 (enam puluh sembilan juta
lima ratus enam puluh enam ribu rupizh),

Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pedjanjian pemborongan pekenaan
pengadaan  bahan tanaman waralaba benih antara Dinas  Perkebunan Propinst
sumatera Barat dengan CV, Tanab Subur ini adalah a) bak yane membert Borongan
adalah memperalel hasil pekerjaan sesual waktu yang telah ditetapkan. Adapun

kewajiban vang memberi borongan adalah membayvar harga borongan schesar Rp

il
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